
  

 
 

GUBERNUR MALUKU 

 
PERATURAN GUBERNUR MALUKU 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

PROVINSI MALUKU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR MALUKU, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka penentuan nilai dan kelas jabatan 

Pegawai Negeri perlu dilakukan evaluasi jabatan guna 

menentukan besaran gaji yang adil dan layak selaras 

dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan;  

b. bahwa penentuan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri 

dilakukan untuk menentukan besaran gaji yang adil dan 

layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab 

jabatan guna meningkatan kesejahteraan dan kinerja 

pegawai; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas 

Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah dan sesuai 

dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi mengenai Persetujuan Hasil Evaluasi 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 

B/850/M.SM.04.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 perlu 

menetapkan  kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Maluku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku; 

 
Mengingat   :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 



  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4263)  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 

2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah   

Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 

Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2009    

Nomor 164); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5887); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6037); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Maluku Nomor 66); 

 

 

 

 

 



  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU. 

 

Pasal 1 
 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya di 

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku ditetapkan sebagaimana dalam 

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan 

Gubernur ini.  

 
Pasal 2  

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku. 

             

    
 
 

 
 

Ditetapkan di  Ambon 
pada tanggal 23 September 2019 
 

GUBERNUR PROVINSI MALUKU, 
               

 
 
     

                       ttd 
             MURAD ISMAIL 
 

 
Diundangkan di Ambon 

pada tanggal 23 September 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, 

 
 
             

 
          ttd 

KASRUL SELANG 
 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 23. 
 

 
Diundangkan diAmbon 
Pada tanggal .............................. 2018 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU 
 

 
 

HAMIN BIN THAHIR, SE 
NIP. 19580808198708 

Pj. 


